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ABSTRAK 
Pajak merupakan kontribusi wajib pajak yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tidak memperoleh 

kontraprestasi secara langsung tetapi digunakan untuk membiayai keperluan negara yang 

nantinya diharapkan akan berdampak terhadap peningkatan pendapatan serta kesejahteraan 

masyarakat. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu kesadaran 

wajib pajak, sanksi perpajakan dan kebijakan tax amnesty. Kebijakan tax amnesty merupakan 

salah satu program pemerintah di bidang perpajakan untuk meningkatkan penerimaan pajak 

dan jumlah wajib pajak, di mana kebijakan ini dilaksanakan dengan memberikan 

pengampunan pajak terhadap wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh kesadaran wajib pajak dan 

sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan persepsi tax amnesty 

sebagai pemoderasi. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung 

Utara, di mana sampel diambil sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi yang dihitung 

berdasarkan rumus Slovin dengan menggunakan metode accsidental sampling. Pengumpulan 

data menggunakan metode angket atau kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah 

analisis regresi linier berganda dan Moderated Regression Analysis (MRA). Berdasarkan hasil 

penelitian disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh 

positif signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Persepsi tax amnesty tidak dapat 

memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi, 

namun persepsi tax amnesty mampu memoderasi pengaruh sanksi perpajakan pada kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi.  

Kata kunci: Persepsi Tax Amnesty, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan,       

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 

 

ABSTRACT 
Tax is a taxpayer contribution payable by an individual or a coercive entity under statutory 

regulations, not obtaining direct contracting but used to finance the needs of the state which 

would later be expected to have an impact on the increase of income and the welfare of 

society. Some factors that can improve taxpayer compliance are taxpayer awareness, tax 

sanctions and tax amnesty policy. Tax amnesty policy is one of the government programs in 

the field of taxation to increase tax revenue and the number of taxpayer, where the policy is 

implemented by granting tax pardons to taxpayer who do not perform tax obligations. This 

study aims to empirically examine the influence of awareness of taxpayer and tax penalties on 

the personal taxpayer compliance with tax amnesty as a moderator. This search was 

conducted in Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. Samples taken as many as 
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100 personal taxprayers which is calculated based on the slovin formula, determined by 

accsidental sampling method. Data was collected using questionnaires. Analysis technique 

used is the Multiple Linear Regression Analysis and Moderate Regression Analysis (MRA). 

Based on the analysis concluded that awareness of taxpayers and tax penalties have a 

positive and significant effect on the personal taxpayers compliance. Tax amnesty perception 

can not moderate the influence of awareness of taxpayers on the personal taxpayers 

compliance, but tax amnesty perception can moderate the influence of tax penalties on the 

personal taxpayers compliance. 

Keywords: Tax Amnesty Perception, Awareness of Taxpayers, Tax Penalties, Personal 

Taxprayers Compliance 

 

PENDAHULUAN 

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan mengungkapkan bahwa pajak adalah kontribusi..wajib kepada Negara 

yang terutang oleh orang pribadi..atau badan yang bersifat..memaksa berdasarkan 

undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 

untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan 

sumber penerimaan Negara yang paling “mandiri” dibandingkan sumber penerimaan 

yang lain, karena pajak sifatnya bisa diatur dan dikelola sendiri oleh negara 

pemungutnya, dibandingkan dengan alternatif lain, yaitu pinjaman luar negeri 

ataupun investasi pihak ketiga (Kesuma, 2016). 

Usaha untuk memenuhi seluruh keperluan Negara, banyak hal yang dilakukan 

Pemerintah. Penerimaan dalam negeri contohnya, terdiri dari dua penerimaan yaitu 

penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan negara baik pajak 

maupun bukan pajak yang semakin besar akan memberikan keuntungan bagi negara 

(Alim, 2005). Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 

Anggaran 2016 menunjukkan bahwa penerimaan total sebesar..Rp 1.822,5..triliun, 
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berasal dari penerimaan sektor pajak sebesar..Rp 1.546,7..triliun dan penerimaan 

sektor bukan pajak sebesar..Rp 273,8..triliun. Hal ini menunjukkan bahwa 

penerimaan dari sektor perpajakan masih menjadi sumber penerimaan utama bagi 

negara. 

Kepatuhan wajib pajak sering menjadi salah satu kendala utama yang dapat 

menghambat penerimaan negara, yaitu penerimaan di sektor perpajakan. Menurut 

Torgler (2005) tingkat kepatuhan wajib pajak adalah masalah serius yang selalu 

dihadapi oleh para pembuat kebijakan ekonomi. Rendahnya kepatuhan pajak telah 

menyulitkan pemerintah dalam upaya meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan 

masyarakat (Chau, 2009). Hal ini dikarenakan, secara tidak langsung tingkat 

kepatuhan pajak berprngaruh pada ketersediaan anggaran negara yang digunakan 

untuk belanja negara (Jung,1999). James dan Alley (2002) mendefinisikan kepatuhan 

pajak sebagai kesesuaian antara pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak 

dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan dalam hukum pajak berarti 

melaporkan dan memperhitungan secara benar kewajiban pajak, serta tepat waktu 

dalam pengembalian dan membayar jumlah pajak yang terutang (Fronzoni, 1999). 

Laderman (2003) menyatakan bahwa wajib pajak bersikap patuh dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakannya dikarenakan menganggap kepatuhan pajak 

sebagai suatu norma. 

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakannya adalah kesadaran wajib pajak dan sanksi 
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perpajakan. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan wajib pajak untuk 

memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dengan memahami fungsi dan peran 

pajak, peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku, serta sungguh-sungguh dalam 

melaporkan dan menyetorkan kewajiban pajaknya. Pada dasarnya untuk mewujudkan 

kesadaran perpajakan, masyarakat harus terus disosialisasikan mengenai pentingnya 

mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga dapat menghindari 

kemungkinan salah perhitungan, ketidaktahuan serta kesengajaan atau kecurangan 

dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. 

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, hingga tahun 2015 wajib pajak..yang 

terdaftar mencapai 30.044.103 wajib pajak. Sementara itu, data BPS menunjukkan 

bahwa jumlah orang pribadi yang bekerja dan memperoleh penghasilan di Indonesia 

mencapai 93,72 juta orang. Artinya, hanya sekitar 29 persen orang pribadi yang 

bekerja dan berpenghasilan di Indonesia terdaftar sebagai wajib pajak. Hal ini 

menunjukkan masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam mematuhi peraturan 

perpajakan dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. 

Menurut Simanjuntak (2009) kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan 

kewajiban perpajakan masih rendah. Rendahnya kepatuhan pajak ini harus terus 

dibenahi agar pemerintah mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil 

dan merata. Data Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara menunjukkan 

bahwa jumlah WPOP mengalami peningkatan sekitar 16% selama tahun 2013-2015, 

sehingga menunjukkan adanya itikad baik wajib pajak untuk memenuhi 
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kewajibannya sebagai warga Negara Indonesia, meskipun pada tahun 2016 SPT yang 

dilaporkan mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan terdapat sekitar 2000 SPT 

Tahun Pajak 2015 WPOP Karyawan yang di hidden oleh Kantor Pusat dengan alasan 

pelaporan menggunakan alamat email temporer, sehingga perlu pembersihan untuk 

menjamin mutu data. Sementara itu, persentase kepatuhan WPOP terdaftar terhadap 

pelaporan SPT tahun 2013-2016 menunjukkan bahwa kepatuhan WPOP terhadap 

pelaporan SPT masih rendah dimana tidak lebih dari 50% WPOP terdaftar yang 

melaporkan SPT setiap tahun. 

Penurunan kepatuhan WPOP terdaftar dalam pelaporan SPT diakibatkan 

karena masih banyaknya wajib pajak yang belum memiliki kesadaran penuh dalam 

melaksanakan kewajibannya. Segala fasilitas yang memudahkan wajib pajak 

melaksanakan kewajiban perpajakannya dan gencarnya sosialisasi oleh pihak-pihak 

terkait ternyata belum mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak yang terdaftar 

untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, dan lebih banyak lagi seluruh orang 

pribadi yang bekerja dan menerima penghasilan untuk mendaftarkan dirinya, 

kemudian melaksanakan kewajiban perpajakannya. 

Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi 

pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan yang pada dasarnya, 

kewajiban tersebut harus tetap dipenuhi oleh Wajib pajak meskipun manfaatnya tidak 

dapat dinikmati secara langsung. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya..maka pemerintah harus memberlakukan suatu 
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sanksi yang tegas (Webley et al. 1991). Sanksi perpajakan juga dapat menjadi 

jaminan bahwa bahwa wajib pajak akan mematuhi segala peraturan perpajakan yang 

berlaku (Suandy, 2011:165). 

Hasil penelitian Marisa dan Agus (2013) menyimpulkan secara parsial bahwa 

kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak penghasilan di 

KPP Pratama Surabaya Sawahan. Namun, hasil penelitian Putra dan Handayani 

(2014) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh postif dan signifikan 

terhadap kepatuhan WPOP. Sementara itu, hasil penelitian Prawirasuta dan Setiawan 

(2016) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap 

kepatuhan wajib. Dan hasil penelitian Nugroho, dkk (2016) menunjukkan bahwa 

kesadaran perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP. 

Hasil penelitian Wirya (2016) menyatakan bahwa sanksi perpajakan 

berpengaruh negatif pada kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan hasil penelitian 

Ngadiman dan Huslin (2015) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh 

postif dan signifikan terhadap kepatuhan WPOP. Dan hasil penelitian Prawirasuta 

dan Setiawan (2016) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Paparan hasil penelitian di atas mengenai kepatuhan wajib pajak ditemukan 

hasil yang tidak konsisten, yang dapat disebabkan oleh faktor lain yang 

mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Govindarajan 

(1986) menyatakan bahwa kemungkinan belum adanya kesatuan hasil penelitian 
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tergantung faktor-faktor tertentu atau lebih dikenal dengan istilah faktor kontinjensi. 

Muray (1990) menjelaskan bahwa agar dapat merekonsiliasi hasil yang saling 

bertentangan diperlukan pendekatan kontinjensi untuk mengidentifikasi variabel lain 

yang bertindak sebagai pemoderasi ataupun pemediasi dalam model riset. Secara 

konseptual, terdapat variabel yang dapat memoderasi pengaruh antara kesadaran 

wajib pajak dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak, yaitu tax amnesty 

yang merupakan kebijakan pengampunan pajak yang diberikan oleh pemerintah. 

Menurut Darussalam (2015) salah satu tujuan tax amnesty yaitu meningkatkan 

kepatuhan pajak dimasa yang akan datang. Dengan tujuan tersebut diharapkan tax 

amnesty juga dapat meningkatkan faktor-faktor kepatuhan pajak seperti kesadaran 

WP dan sanksi perpajakan. Oleh sebab itu tax amnesty sangat relevan jika digunakan 

sebagai variabel pemoderasi dalam penelitian ini. 

Undang-Undang No 11 Tahun 2016 menyatakan bahwa Tax amnesty adalah 

penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi 

perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mendeklarasikan 

harta dan membayar uang tebusan. Tax Amnesty merupakan salah satu usaha 

Pemerintah dalam memajukan keadilan dan efektivitas sistem pajak dan juga 

menyadarkan wajib pajak yang sering melakukan perlawanan. Berdasarkan data 

pendapatan Tax Amnesty tahap 1 dan 2 di Kantor Pelayanan Pajak Badung Utara dan 

jumlah WPOP yang telah mengikuti Tax Amnesty menunjukkan bahwa terjadi 

penurunan penerimaan Tax Amnesty pada tahap 2 dibandingkan pada tahap 1. 
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Suryadi (2006) mengungkapkan empat dimensi terkait dengan kesadaran 

wajib pajak, yaitu: persepsi wajib pajak, pengetahuan perpajakan, karakteristik wajib 

pajak dan penyuluhan..perpajakan. Wajib Pajak dikatakan sadar untuk melaksanakan 

kewajiban perpajakannya apabila persepsinya terhadap pajak telah positif, 

pengetahuannya tentang pajak telah memadai,..karakteristik atau sikapnya telah patuh 

dan telah memperoleh penyuluhan tentang pajak. Teori kepatuhan memliki pengaruh 

yang besar terhadap kesadaran wajib pajak, di mana seorang wajib pajak harus 

memiliki kesadaran untuk memahami, mentaati dan mengimplementasikan 

kewajibannya sebagai wajib pajak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. 

Tingkat kesadaran Wajib pajak yang tinggi di suatu negara, akan memberikan 

dampak pada semakin patuh, kritis dan maju masyarakat dalam suatu negara. Hal ini 

sejalan dengan hasil penelitian oleh Jaya dan Jati (2016) yang menemukan bahwa 

variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak 

restoran di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. Berdasarkan hal tersebut maka, maka 

hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif  pada kepatuhan wajib pajak orang    

            pribadi di KPP Pratama Badung Utara 

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan 

perpajakan akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi (Mardiasmo, 2011:57). Kaitan 

antara teori kepatuhan dengan sanksi perpajakan tidak terlepas dari adanya undang-

undang perpajakan dan peraturan pelaksanaannya, di mana melaksanakan kewajiban 

perpajakan secara tepat waktu merupakan suatu keharusan bagi wajib, meskipun 
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tidak akan memperoleh penghargaan secara langsung dari pemerintah. Namun, 

apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, maka akan dikenakan 

sanksi perpajakan sesuai peraturan hukum yang berlaku. Hal ini sejalan dengan hasil 

penelitian Muliari dan Ery (2011), Jaya dan Jati (2016) yang menemukan bahwa 

sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan palaporan wajib 

pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. 

Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

H2 : Sanksi  perpajakan  berpengaruh  positif  pada  kepatuhan  wajib  pajak  orang  

            pribadi di KPP Pratama Badung Utara 

Kesadaran dari wajib pajak dalam melakukan perpajakan merupakan hal yang 

penting disamping peran aktif dari petugas perpajakan. Menurut Ritonga (2011) 

kesadaran adalah suatu kecenderungan sikap atau perilaku untuk bertindak sesuai 

dengan objek tertentu. Kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajiban 

perpajakannya dapat dilihat dari cara pandang atau perasaan dari wajib pajak itu 

sendiri. Kebijakan pemerintah khususnya Tax Amnesty mencerminkan seorang wajib 

pajak yang patuh atau tidak dalam suatu aturan. Sehingga Tax Amnesty sebagai 

variabel moderasi dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara kesadaran 

wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat 

dirumuskan hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H3 : Tax  amnesty  memperkuat  hubungan  antara  kesadaran  wajib  pajak  dengan 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Utara 
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Sanksi perpajakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kepatuhan pajak sebagian besar telah 

difokuskan pada bagaimana penghindaran pajak dapat dihalangi melalui pendeteksian 

dan sanksi perpajakan (Franzoni, 1998). Untuk peningkatan kepatuhan wajib pajak 

demi memaksimalkan penerimaan Negara, maka Pemerintah telah melakukan 

berbagai upaya. Salah satunya adalah diberlakukannya Undang-Undang (UU) Nomor 

11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Oleh karena itu, 

penelitian ini menggunakan variabel persepsi Tax Amnesty untuk memoderasi 

hubungan pengaruh sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak, sehingga 

hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H4 : Tax Amnesty memperkuat hubungan antara sanksi perpajakan pada kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Utara  

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berbentuk asosiatif. Desain 

penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut. 

  

 

  

  

 

Gambar 1. Desain Penelitian 
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Penelitian ini dilaksanakan di KPP Pratama Badung Utara yang beralamat di 

Jalan A. Yani No. 100 Denpasar, Bali. Kantor Pelayanan Pajak Badung Utara dipilih 

sebagai lokasi karena terdapat penurunan kepatuhan WPOP dalam melakukan 

pelaporan SPT dan terjadi penurunan penerimaan pajak pada kebijakan Tax Amnesty 

tahap 1 ke tahap 2, serta merupakan salah satu tempat wajib pajak melaksanakan 

kewajiban perpajakannya termasuk melaksanakan pengampunan pajak. 

Obyek penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan, 

kesadaran wajib pajak dan persepsi tax amnesty. Sementara itu, variabel terikat di 

penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang diukur dengan 

menggunakan 7 (tujuh) indikator. Variabel bebas di penelitian ini adalah kesadaran 

wajib pajak dan sanksi perpajakan. Kesadaran wajib pajak diukur dengan 

menggunakan 4 (empat) indikator, sedangkan sanksi perpajakan diukur dengan 

menggunakan 6 (enam) indikator. Sementara itu, variabel moderasi di penelitian ini 

adalah persepsi tax amnesty yang diukur dengan menggunakan 6 (enam) indikator.  

Data kualitatif dalam penelitian ini adalah daftar pertanyaan/pernyataan dalam 

kuesioner dan gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. 

Sedangkan, data kuantitatif dalam penelitian ini adalah data jumlah Wajib Pajak 

Orang Pribadi yang terdaftar 2013-2016, jumlah SPT Orang Pribadi yang dilaporkan 

2013-2016 dan jumlah WPOP yang mengikuti program Tax Amnesty, jumlah 

penerimaan tax amnesty Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara, serta 

skor jawaban dari pernyataan-pernyataan kuesioner yang telah diangkakan. 
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Data primer dalam penelitian ini adalah jawaban WPOP yang mengikuti Tax 

Amnesty di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara atas seluruh 

pertanyaan/pernyataan yang terdapat dalam kuesioner penelitian mengenai faktor-

faktor yang berpengaruh pada Kepatuhan WPOP. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh WPOP yang mengikuti Tax 

Amnesty di Kantor Pelayanan Pajak Badung Utara yaitu sejumlah 1,740 WPOP, di 

mana jumlah sampel dalam penelitian diperoleh sebanyak 100 sampel berdasarkan 

perhitungan rumus Slovin. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah  metode 

accsidental sampling, yaitu sampel dapat ditentukan terhadap siapa saja yang sesuai 

dengan kriteria sebagai sumber data penelitian ini dan secara kebetulan bertemu 

dengan peneliti di lokasi penelitian. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode survei dengan teknik kuesioner. Hasil jawaban kuesioner kemudian diukur 

dengan menggunakan skala Likert yang telah diberi nilai dengan skala 4 poin, di 

mana Sangat Tidak Setuju (STS) diberikan 1 poin; Tidak Setuju (TS) diberikan 2 

poin; Setuju (S) diberikan 3 poin; dan Sangat Setuju (SS) diberikan 4 poin. 

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, 

sehingga dapat diukur derajat keeratan hubungan serta arah dari hubungan antara 

variabel terikat dengan satu atau lebih variabel bebas yang digunakan dalam 

penelitian ini. Bentuk persamaan regresi linier berganda sebagai berikut. 
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Y  =  α  +  β1X1  +  β2X2  +  e….…………….……………………………... (1)     

Keterangan: 

Y : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 

α : Konstanta 

X1 : Kesadaran Wajib Pajak 

X2 : Sanksi Perpajakan 

ß1,ß2 : Koefisien regresi 

e : Error term 

Selain itu, digunakan juga teknik analisis Moderate Regression Analysis 

(MRA) untuk mengukur pengaruh variabel pemoderasi yaitu persepsi tax amnesty 

terhadap hubungan kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan pada kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi. Bentuk persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Y  =  α  +  β1X1  +  β2X2  +  3Z  +  4(X1Z)  +  5(X2Z)  +  e……………... (2)     

Keterangan: 

Y : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 

α : Konstanta 

X1 : Kesadaran Wajib Pajak 

X2 : Sanksi Perpajakan 

Z : Persepsi Tax Amnesty 

X1Z : Interaksi antara kesadaran wajib pajak dengan persepsi tax amnesty 

X2Z : Interaksi antara sanksi perpajakan dengan persepsi tax amnesty 

ß1,ß2,ß3 

ß4,ß5 : Koefisien regresi 

e : Error term 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil statistik deskriptif disajikan untuk memberikan informasi tentang gambaran 

umum sampel yang digunakan. Deskripsi sampel berupa nilai tertinggi, nilai 

terendah, nilai rata-rata dan standar deviasi dari masing-masing variabel yang 
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terdapat dalam penelitian. Hasil analisis statistik deskriptif dapat dilihat pada Tabel 1 

sebagai berikut. 

 

Tabel 1. 

Hasil Statistik Deskriptif 
No Variabel N Min Max Mean Std. Dev 

1 X1 100 4,00 14,51 10,7670 3,51911 

2 X2 100 6,00 22,33 16,3547 4,96149 

3 Z 100 6,00 22,22 16,9251 5,17424 

4 Y 100 7,00 25,51 19,6684 5,73446 

Sumber: Data primer diolah, 2017 

  

 Berdasarkan Tabel 1 pada variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) 

diperoleh nilai terendah (minimum) sebesar 7,00 dan nilai tertinggi (maximum) 

sebesar 25,51 hal ini mengidentifikasikan bahwa nilai yang diberikan responden pada 

variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui 7 poin pernyataan pada 

kuesioner sebesar 7,00 sedangkan nilai tertinggi sebesar 25,51. Sedangkan nilai rata-

rata (mean) yang diukur dengan menggunakan 7 item pernyataan sebesar 19,6684 

dengan nilai standar deviasi sebesar 5,73446. Ini berarti bahwa jumlah nilai pada 

variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang diberikan responden dibagi total 

responden menunjukan nilai rata-rata sebesar 19,6684. 

 Pada variabel kesadaran wajib pajak (X1) diperoleh nilai terendah (minimum) 

sebesar 4,00 dan nilai tertinggi (maximum) sebesar 14,51 hal ini mengidentifikasikan 

bahwa nilai yang diberikan responden pada pada variabel kesadaran wajib pajak 

melalui empat poin pernyataan pada kesioner yakni 4,00 sedangkan nilai tertinggi 

sebesar 14,51. Sedangkan nilai rata-rata (mean) yang diukur dengan menggunakan 
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empat item pernyataan sebesar 10,7670 dengan nilai standar deviasi sebesar 3,51911. 

Ini berarti bahwa jumlah nilai pada variabel kesadaran wajib pajak yang diberikan 

responden dibagi total responden menunjukan nilai rata-rata sebesar 10,7670. 

Pada variabel sanksi perpajakan (X2) diperoleh nilai terendah (minimum) 

sebesar 6,00 dan nilai tertinggi (maximum) sebesar 22,33, hal ini mengidentifikasikan 

bahwa nilai yang diberikan responden pada variabel kesadaran wajib pajak melalui 4 

poin pernyataan pada kuesioner sebesar 6,00 sedangkan nilai tertinggi sebesar 22,33. 

Sedangkan nilai rata-rata (mean) yang diukur dengan menggunakan 4 item 

pernyataan sebesar 16,5347 dengan nilai standar deviasi sebesar 4,96149. Ini berarti 

bahwa jumlah nilai pada variabel sanksi perpajakan yang diberikan responden dibagi 

total responden menunjukan nilai rata-rata sebesar 16,5347. 

Pada variabel persepsi tax amnesty (Z) diperoleh nilai terendah (minimum) 

untuk variabel persepsi tax amnesty yakni sebesar 6,00 dan nilai tertinggi (maximum) 

yakni sebesar 22,22 hal ini mengidentifikasikan bahwa nilai yang diberikan 

responden pada variabel persepsi tax amnesty melalui 6 poin pernyataan pada 

kuesioner yakni sebesar 6,00 sedangkan nilai tertinggi sebesar 22,22. Sedangkan nilai 

rata-rata (mean) yang diukur dengan menggunakan 6 item pernyataan sebesar 

16,9251 dengan nilai standar deviasi sebesar 5,17424. Ini berarti bahwa jumlah nilai 

pada variabel persepsi tax amnesty yang diberikan responden dibagi total responden 

menunjukan nilai rata-rata sebesar 16,9251. 
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Uji Validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner. 

Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pernyataan yang tersaji dalam kuesioner 

mengungkap sesuatu yang akan diukur melalui kuesioner tersebut. Hasil uji validitas 

menunjukkan bahwa seluruh instrumen pernyataan dalam kuesioner yang digunakan 

untuk mengukur variabel kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, persepsi tax 

amnesty, dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi memiliki nilai pearson correlation 

terhadap skor total lebih besar dari 0,30 sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen 

yang digunakan dalam penelitian ini telah valid dan dapat digunakan. 

Pengujian reliabilitas atau keandalan instrumen menunjukan sejauh mana 

suatu pengukuran dapat memberikan hasil yang konsisten bila dilakukan pengukuran 

kembali. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut. 

Tabel 2. 

Hasil Uji Reabilitas Instrumen Penelitian 
No  Variabel Cronbach's Alpha  Keterangan  

1 Kesadaran Wajib Pajak (X1) 0,916 Reliabel 

2 Sanksi Perpajakan (X2) 0,920 Reliabel 

3 Persepsi Tax Amnesty (Z) 0,918 Reliabel 

4 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) 0,951 Reliabel 

Sumber: Data primer diolah, 2017 

Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa nilai cronbach’s alpha masing-masing 

variabel lebih besar dari 0,7 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan 

yang digunakan dalam penelitian ini reliabel dan dapat digunakan. 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data yang digunakan dalam 

penelitian telah berdistribusi normal atau tidak, di mana pengujian dilakukan dengan 

menggunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov. Hasil uji normalitas dapat dilihat 

pada Tabel 3 sebagai berikut. 
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Berdasarkan uji normalitas dapat dilihat bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) 

sebesar 0,200; sehingga lebih besar dari α = 0,05. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan data dalam penelitian ini telah berdistribusi normal. Uji 

heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terdapat 

ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Hasil 

uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada Tabel 4 sebagai berikut. 

Berdasarkan uji heteroskedastisitas dapat dilihat bahwa nilai sig. dari masing-

masing variabel tersebut diatas 0,05, sehingga dapat disimpulkan seluruh variabel 

tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas. Setelah lulus uji asumsi klasik maka 

dilakukan uji analisis regresi linier berganda yang bertujuan untuk menguji derajat 

keeratan dan arah hubungan antara dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel 

terikat. Hasil analisis regresi linier berganda pada penelitian ini dapat dilihat pada 

Tabel 3. sebagai berikut. 

Tabel 3. 

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 
Variabel Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

Sig 

 

Hasil Uji 

B Std. 

Error 

Beta 

1 (Constant) 3,491 1,214  0,005  

 X1 0,596 0,139 0,366 0,000 Diterima 

 X2 0,590 0,098 0,511 0,000 Diterima 

 Adjusted R Square 0,658     

 F Hitung 96,224     

 Sig. F Hitung 0,000     

Sumber: Data primer diolah, 2017 

Berdasarkan Tabel 5 dapat dibuat suatu model persamaan regresi linier 

berganda sebagai berikut: 
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Y  =  α  +  β1X1  +  β2X2  +  e ……………..…………………….…………. (3) 

    = 3,491 + 0,596 X1 + 0,590 X2 

Nilai konstanta () sebesar 3,491 memiliki arti jika variabel kesadaran wajib 

pajak (X1) dan sanksi perpajakan (X2) dinyatakan konstan, maka kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi (Y) naik sebesar 3,491 satuan. Nilai koefisien β1 pada variabel 

kesadaran wajib pajak sebesar 0,596 artinya jika variabel lain diasumsikan tetap 

sementara kesadaran wajib pajak (X1) naik sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi (Y) akan naik sebesar 0,596 satuan. Nilai koefisien β2 pada 

variabel sanksi perpajakan sebesar 0,590 artinya jika variabel lain diasumsikan tetap 

sementara sanksi perpajakan (X2) naik sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi (Y) akan naik sebesar 0,590 satuan. 

Selain itu, digunakan pula teknik analisis Moderated Regression Analysis 

(MRA) untuk dapat mengetahui apakah persepsi tax amnesty dapat memoderasi 

hubungan antara kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi. Berikut hasil analisis regresi moderasi disajikan pada Tabel 4 

sebagai berikut. 

Tabel 4. 

Hasil Analisis Regresi Moderasi 
Variabel Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

Sig 

 

Hasil Uji 

B Std. 

Error 

Beta 

1 (Constant) 6,438 1,175  0,000  

 X1 0,511 0,239 0,313 0,035 - 

 X2 -0,281 0,168 -0,243 0,098 - 

 Z 0,202 0,127 0,182 0,116 - 

 X1.Z -0,014 0,015 -0,221 0,361 Ditolak 
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 X2.Z 0,038 0,009 0,911 0,000 Diterima 

 Adjusted R Square 0,801     

 F Hitung 80,811     

 Sig. F Hitung 0,000     

Sumber: Data primer diolah, 2017 

Y  =  α  +  β1X1  +  β2X2  +  3Z  +  4(X1Z)  +  5(X2Z)  +  e………..…... (4) 

     = 6,438 + 0,511 X1 - 0,281 X2 + 0,202 Z - 0,014 X1Z + 0,038 X2Z 

Nilai konstanta (α) sebesar 6,438. Nilai konstanta tersebut bernilai positif 

memiliki arti bahwa dengan adanya kesadaran wajib pajak (X1), sanksi perpajakan 

(X2), persepsi tax amnesty (Z), interaksi antara kesadaran wajib pajak dengan 

persepsi tax amnesty (X1.Z) dan interaksi antara sanksi perpajakan dengan persepsi 

tax amnesty (X2.Z), maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) akan naik sebesar 

6,438 satuan. Nilai koefisien interaksi kesadaran wajib pajak dengan persepsi tax 

amnesty sebesar -0,014 artinya apabila semua variabel lain diasumsikan tetap, 

sementara variabel interaksi kesadaran wajib pajak dengan persepsi tax amnesty naik 

satu satuan maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan menurun 0,014 satuan. 

Nilai koefisien interaksi sanksi perpajakan dengan persepsi tax amnesty sebesar 0,038 

memiliki arti apabila semua variabel lain diasumsikan tetap, sementara variabel 

interaksi sanksi perpajakan dengan persepsi tax amnesty naik satu satuan maka 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi naik 0,038 satuan. 

Koefisien determinasi dilihat dari besarnya nilai adjusted R
2
 sebesar 0,801. 

Artinya bahwa 80,1 persen variasi..kepatuhan wajib pajak orang pribadi mampu 

dijelaskan oleh variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan serta variabel 

persepsi tax amnesty sebagai pemoderasi. Sisanya sebesar 19,9% dijelaskan oleh 
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variabel lainnya diluar model. Dalam penelitian ini, diperoleh juga nilai sig. Fhitung = 

0,000, baik untuk uji F regresi linier berganda maupun regresi moderasi. Nilai sig. 

Fhitung tersebut lebih kecil dari α = 0,05; sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh 

variabel yang digunakan dalam model penelitian secara simultan mampu menjelaskan 

secara signifikan variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

Pengujian hipotesis dapat dilihat dari signifikansi hasil uji t masing-masing 

variabel pada Tabel 6. Pada hipotesis pertama (H1) dikemukakan bahwa kesadaran 

wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil 

menunjukan bahwa nilai tingkat signifikansi t sebesar 0,000 ˂ α = 0,05 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa H1 diterima. Pada hipotesis kedua (H2) dikemukakan bahwa 

sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi. Hasil menunjukan bahwa nilai tingkat signifikansi t sebesar 0,000 ˂ α 

= 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima. Pada hipotesis ketiga (H3) 

dikemukakan bahwa persepsi tax amnesty dapat memoderasi atau memperkuat 

hubungan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil 

menunjukan bahwa nilai tingkat signifikansi t sebesar 0,361 ˃ α = 0,05 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak. Pada hipotesis keempat (H4) dikemukakan 

bahwa persepsi tax amnesty memperkuat hubungan sanksi perpajakan pada 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil menunjukan bahwa nilai tingkat 

signifikansi t sebesar 0,000 < α = 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H4 

diterima. 
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Hasil uji statistik menunjukkan bahwa H1 diterima, di mana variabel 

kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi. Artinya semakin meningkat kesadaran wajib pajak maka akan 

meningkatkan pula kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sebaliknya, semakin rendah 

kesadaran wajib pajak maka akan menurunkan pula kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi. Penelitian oleh Jaya dan Jati (2016) menunjukkan hasil serupa di mana 

kesadaran wajib pajak memiliki hubungan positif dengan kepatuhan wajib 

pajak..restoran di Kota Denpasar. 

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa H2 diterima, di mana variabel sanksi 

perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi. Artinya bahwa semakin meningkat sanksi perpajakan yang diberlakukan 

maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sebaliknya, semakin 

rendah sanksi perpajakan yang diberlakukan maka akan menurunkan kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi. Hasil penelitian serupa diperoleh Ngadiman dan Huslin (2015) 

yang menunjukkan bahwa sunset policy berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan Tax Amnesty dan sanksi perpajakan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa H3 ditolak, di mana variabel persepsi 

tax amnesty tidak dapat memoderasi pengaruh positif dan signifikan kesadaran wajib 

pajak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini berarti, adanya persepsi tax 

amnesty yang baik ataupun tidak, maka tax amnesty tidak dapat memoderasi 
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hubungan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

Ketidakmampuan persepsi tax amnesty memoderasi hubungan antara kesadaran wajib 

pajak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah karena sifat tax amnesty yang 

lebih memaksa daripada pajak dan adanya sanksi yang lebih besar jika tidak 

mengikuti kebijakan tax amnesty yaitu dikenakannya pasal 18 UU Tax Amnesty. Serta 

adanya wajib pajak orang pribadi yang mendapatkan informasi bahwa segala akses 

kewarganegaraan seperti memperpanjang SIM (Surat Izin Mengemudi), membuat 

paspor, dan lain sebagainya akan terputus, yang saat dikonfirmasi oleh KPP Pratama 

Badung Utara hal tersebut masih merupakan rencana pemerintah yang belum 

terealisasi sehingga WPOP cenderung megikuti tax amnesty dikarenakan adanya 

sanksi yang lebih besar setelah kebijakan tax amnesty berakhir. Kebijakan tax 

amnesty harus dapat meyakinkan para wajib pajak bahwa tax amnesty dapat 

meningkatkan kemungkinan terdeteksinya perilaku tax evaders agar wajib pajak 

memliki kesadaran lebih untuk meningkatkan kewajibannya sebagai wajib pajak 

sehingga terjadi keadilan antara wajib pajak yang melaksanakan kewajiban 

perpajakannya dan wajib pajak yang kerap kali melakukan tindakan ilegal untuk 

menghindari pajak. Bahkan, masih banyak wajib pajak yang memilih untuk wait and 

see atau melakukan perhitungan yang matang sebelum melapor. 

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa H4 diterima, di mana variabel persepsi 

tax amnesty dapat memoderasi pengaruh positif dan signifikan kesadaran wajib pajak 

pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan 
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tax amnesty menurut Darussalam (2015) yang menyatakan bahwa tax amnesty 

bertujuan meningkatkan kepatuhan pajak dimasa yang akan datang. Kebijakan tax 

amnesty pada dasarnya diharapkan agar wajib pajak bersedia mendeklarasikan 

hartanya dan terdaftar ke dalam sistem administrasi perpajakan, sehingga wajib pajak 

tersebut tidak akan bisa mengelak dan menghindar lagi dari kewajiban 

perpajakannya. Pengaruh variabel moderasi persepsi tax amnesty dengan nilai 

koefisien variabel sebesar 0,036 berarti variabel persepsi tax amnesty memperkuat 

hubungan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini berarti 

dengan adanya persepsi tax amnesty yang baik atau tidak, maka tax amnesty tetap 

dapat memoderasi hubungan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi. 

SIMPULAN  

Bedasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan pada 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung 

Utara yang memiliki arti bahwa kesadaran wajib pajak dapat meningkatkan 

kepatuhan WPOP. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung 

Utara yang memiliki arti bahwa sanksi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan 

WPOP. Persepsi tax amnesty tidak dapat memoderasi pengaruh kesadaran wajib 

pajak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
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Badung Utara yang memiliki arti bahwa ada atau tidaknya persepsi tax amnesty yang 

baik maka tax amnesty tidak mampu memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak 

pada kepatuhan WPOP. Persepsi tax amnesty memperkuat pengaruh sanksi 

perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Badung Utara. Hal tersebut memiliki arti bahwa ada atau tidaknya persepsi 

tax amnesty yang baik, tax amnesty tetap mampu meningkatkan atau memoderasi 

pengaruh sanksi perpajakan pada kepatuhan WPOP. 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan di atas, maka saran yang dapat 

disampaikan Wajib pajak orang pribadi sebaiknya lebih sadar akan kewajiban sebagai 

wajib pajak untuk kelangsungan hidup negara dan juga ikut membantu membangun 

negara agar tercapai kesejahteraan yang adil bagi setiap warga negaranya. Wajib 

pajak juga sebaiknya aktif mencari tahu peraturan perpajakan agar kedepannya wajib 

pajak tidak ada yang tidak tahu tentang aturan terbaru dan tata cara pelaksanaan 

kewajiban perpajakan. Kemudian, KPP Pratama Badung Utara sebaiknya lebih tegas 

dalam memberlakukan sanksi perpajakan dan lebih gencar mensosialisasikan 

kebijakan-kebijakan terbaru dari pemerintah mengenai perpajakan, agar para wajib 

pajak lebih sadar akan kewajibannya. Sementara itu, untuk peneliti selanjutnya 

diharapkan mengukur menggunakan tambahan variabel bebas lain yang dapat 

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti kualitas pelayanan, pengetahuan 

perpajakan, sosialisasi perpajakan dan menggunakan variabel moderasi lain seperti 

preferensi resiko, kebijakan pemerintah yang akan datang dan niat dari wajib pajak 
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itu sendiri, karena variabel persepsi tax amnesty sudah dapat memoderasi satu 

variabel bebas pada variabel terikat pada penelitian ini, yaitu sanksi perpajakan. 

Selain itu, diharapkan juga peneliti dapat meneliti kepatuhan wajib pajak lainnya, 

seperti kepatuhan wajib pajak badan. 
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